


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Buku Saku 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 
Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 dapat diselesaikan.  

Penyusunan Buku Saku ini berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik.

Sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di 
Kota Bogor terus ditingkatkan melalui mekanisme pelayanan 
informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik 
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung 
transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang 
baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika 
Utama Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Buku saku 
ini memuat gambaran implementasi beserta Alur Pelayanan 
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.





Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan 
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang 
dalam pelaksanaan tugas didukung

1. Penghimpunan informasi publik 
di lingkungan Pemerintah Kota 
Bogor 

2. Penyampaian Informasi publik 
dari seluruh unit kerja di 
lingkungan Pemerintah Kota 
Bogor 

3. Penyelesaian sengketa pelayanan 
Informasi

4. Pelaksanaan uji informasi 
publik untuk masuk dalam 
kategori informasi yang 
dikecualikan

5. Penyediaan dan pemberian 
layanan informasi publik yang 
bersifat terbuka



Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, atau organisasi non pemerintah 
sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, 
dan/atau luar negeri 

Mendefinisikan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi merupakan pejabat yang 
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 
pelayanan informasi di badan publik.

Daftar Informasi Publik catatan yang ber-
isi keterangan secara sistematis tentang 
seluruh informasi publik yang berada 
dibawah penguasaan Badan Publik

Peraturan Komisi Informasi 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik 

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpe-
merintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri.



Sengketa yang terjadi antara Badan Publik 
dengan Pemohon Informasi Publik dan/
atau Pengguna Informasi Publik yang 
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau 
menggunakan Informasi Publik berdasarkan 
peraturan perundang-undangan

Warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan 
informasi publik





bit.ly/DaftarInformasiBogor2024 

bit.ly/LaporanKIPBogor2023 



bit.ly/PPIDKotaBogor 



bit.ly/PermohonanInformasi1Bogor 

bit.ly/PermohonanKeberatan1Bogor 

bit.ly/PermohonanInformasi2Bogor 



bit.ly/PermohonanInformasi1Bogor 

bit.ly/PermohonanKeberatan1Bogor 

bit.ly/PermohonanInformasi2Bogor 

bit.ly/PemberitahuanTertulisBogor 

bit.ly/PermohonanKeberatan2Bogor 





1. Ringkasan Informasi tentang Program Informasi tentang profil Badan Publik
2. Ringkasan Informasi tentang Kinerja
3. Ringkasan Laporan Keuangan
4. Ringkasan Laporan akses Informasi Publik
5. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat
6. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi
7. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 

 pelanggaran oleh Badan Publik
8. Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan 

darurat di setiap kantor Badan Publik

1. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 
umum

2. Informasi bencana alam;
3. Informasi keadaan bencana nonalam;
4. Informasi bencana sosial;
5. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber 

penyakit yang berpotensi menular;
6. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat; dan/atau
7. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik



1. Informasi bencana alam 
2. Informasi keadaan bencana non alam 
3. Informasi bencana sosial 
4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber 

penyakit yang berpotensi menular; 
5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat; dan/atau 
6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik



1. Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 
2. Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 
3. Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 
4. Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 
5. Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 
6. Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 
7. Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi 

dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 
8. Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan 
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 

1. Nomor 
2. Ringkasan isi Informasi
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yung menguasai Informasi
4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi
5. Waktu dan tempat pembuatan Informasi
6. Bentuk Informasi yang tersedia, dan 
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

1. Dokumen pendukung 
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk 
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk 
5. Perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk 
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan 
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai 
3. Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara 

khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan dan; 
4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik 



1. Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 
2. Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 
3. Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 
4. Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 
5. Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 
6. Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 
7. Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi 

dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 
8. Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan 
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 



1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Perwali no 70 thn 2022 tentang standar layanan informasi publik 



Pemohon mengajukan berkas 
yang akan diverifikasi oleh 
petugas PPID. Setelah verifikasi, 
data yang dibutuhkan dicari dan 
diolah untuk kemudian disusun 
menjadi jawaban. Surat jawaban 
diserahkan paling lambat 10 hari 
kerja, dapat diperpanjang 7 hari 
kerja jika PPID belum menguasai 
informasi yang diminta













bit.ly/StandarPelayananInformasiPPID














